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PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Bismillahirohmanirohim

Alhamdulillahirabbil’alamin, Pengantar Hukum  Tata
Pemerintahan ini akhirnya dapat selesai, meskipun telah melewati
proses yang cukup lama. Membaca buku ini, pembaca akan
memperoleh  pengetahuan sekitar Ilmu Hukum Tata
Negara/Pemerintahan. Buku ini membagi pembahasannya dalam
lima bab. Bab pertama membahas tentang pemerintahan sebagai
pengantar untuk masuk pada bab-bab selanjutnya. Kemudian bab
kedua membahas tentang hukum tata negara. Pada bab ketiga,
buku ini membahas mengenai sistem negara dan pemerintahan.
Kemudian dilanjut bab keempat yang mengkaji tentang lembaga-
lembaga negara. Terakhir, bab kelima, membahas tentang praktik
hukum tata negara di Indonesia. Dalam masing-masing bab juga
diuraikan lebih jauh dalam beberapa subbab.

Tujuan buku ajar ini adalah sebagai buku pegangan
mahasiswa program studi ilmu hukum tata negara, khususnya
mata kuliah [Imu Hukum Tata Pemerintahan/Negara. Meskipun
demikian, buku ini juga dapat menjadi bahan bacaan atau acuan
bagi siapa saja yang memiliki minat pada Ilmu Hukum Tata
Negara/Pemerintahan. Hal ini karena pembahasan dalam setiap
bab buku ini cukup mendalam, sehingga sangat bermanfaat bagi
yang ingin mengkaji  tentang Ilmu Hukum  Tata
Negara/Pemerintahan.

Kami selaku penulis memohon beribu-ribu maaf apabila ada
kesalahan, referensi, kutifipan atau salah menorehkan sumber-
sumber buku Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, Kami sadar
bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras
kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku,
jurnal, desertasi, tesis, skripsi, website, media serta sumber lainnya.
Dengan selesainya penyusunan buku ajar ini, banyak pihak yang
langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penulisan
buku ajar ini. Kepada mereka, penulis sampaikan ucapan terima
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kasih yang sedalam-dalamnya. Selain itu, penulis sangat berharap
masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan buku ini. Harapannya
buku ini dapat menambah khasanah pengetahuan pembaca,
khususnya tentang Ilmu Hukum Tata Negara/Pemerintahan di
Indonesia.

Billahit taufiq walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 9 Maret 2022

Penulis,

A. Junaedi Karso
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BAB
PEMERINTAHAN

A. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah
ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika
ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini
beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah
karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang
bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun
hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Kata perintah itu sendiri
paling sedikit ada empat unsur yang terkandung di dalamnya,
yaitu:

1. Ada dua pihak yang terlibat,

2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau
pemerintah,

3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat,

4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan.

Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai
organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan
menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah
tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang
memiliki:

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;

2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik
(political);

3. Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang
berfungsi dan menjalankan kekuasaan;



BAB
KAJIAN PUSTAKA

A. Peristilahan dan Sejarah Perkembangan Hukum Tata
Pemerintahan

Studi kajian HTP ini telah dikenal dan diajarkan di
perguruan tinggi di Indonesia sebelum tahun 1946 dengan
istilah  Staats-en = Administratiefrecht. ~ Sebagaimana pada
Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta, sejak tahun
1941 sampai dengan tahun 1945, istilah Staats-en
Administratiefrecht ini dipergunakan dengan Prof. Dr. J.H.A.
Logemann sebagai dosen pengampunya. Sebenarnya
peristilahan ini di negeri asalnya (Belanda) terdiri atas 2 macam
mata kuliah, yaitu Staatsrecht (Hukum Tata Negara) dan
Administratiefrecht (Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata
Pemerintahan).  Artinya,  penyampaian mata  kuliah
Administratiefrecht di Indonesia pada periode tersebut
digabungkan dengan mata kuliah Staatsrecht. Baru pada tahun
1946, gabungan mata kuliah tersebut diselenggarakan secara
terpisah dan yang kemudian keduanya secara resmi dipakai oleh
Universitas Indonesia dengan mempergunakan peristilahan
Hukum Administrasi Negara (HAN) untuk mata kuliah
Administratiefrecht.

Sejarah perkembangan HTP selanjutnya, diwarnai oleh
munculnya berbagai peristilahan untuk mata kuliah
Administratiefrecht ini. Seperti misalnya istilah Hukum Tata
Usaha Negara (HTUN) yang dimunculkan oleh E. Utrecht dan
Prof. Djoko Sutono, SH dipakai pada periode tahun 1950 hingga
1960 menggantikan istilah HAN. Namun setelah tahun 1960,
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BAB
HUKUM TATA
NEGARA

A. Pengertian Hukum Tata Negara

Istilah Hukum Tata Negara merupakan padanan dari
istilah dalam Bahasa Belanda Staatsrecht, dalam Bahasa Inggris
Constitutional Law, dalam Bahasa Jerman Verfassungsrecht, atau
dalam Bahasa Perancis Droit Constitutionel. Mengenai pengertian
Hukum Tata Negara, E.C.S5 Wade dan G. Godfrey Phillips
mengatakan bahwa there is no hard and fast definition of
constitutional law. According to one wvery wide definition,
constitutional law is that part of the law which relates to the system of
government of the country. Oleh karena itu, menurut mereka, it is
more convenient to define constitutional law as meaning those laws
which regulate the structure of the principle organs of govern-ment and
their relationship to each other and to the citizen, and determine their
main functions.

Sementara itu, M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
mengutip, beberapa definisi sampai pada simpulan bahwa
Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang
mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antaralat
perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta
kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya. Hampir sama
dengan definisi ini, R.G. Kartasapoetra mengemukakan bahwa
Hukum Tata Negara adalah sebagai sekumpulan hukum yang
mengatur tentang keorganisasian suatu negara, atau tentang
hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis
koordinasi vertikal dan horizontal, tentang kedudukan warga
negara pada negara itu beserta hak-hak asasinya. Definisi-
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BAB

DASAR-DASAR
HUKUM TATA
NEGARA

A. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara

1. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara

126

Menelaah dan mempelajari sumber hukum
memerlukan kehati-hatian karena istilah sumber hukum
mengandung berbagai pengertian tanpa kehati-hatian dan
kecermatan, maka apa yang dimaksud sumber hukum dapat
menimbulkan kekeliruan. Dalam hubungan ini, Paton
menyatakan bahwa sumber hukum menurut tinjauan
sejarah, berbeda dengan pengertian sumber hukum menurut
tinjauan filsafat, sumber hukum menurut tinjauan agama
berbeda dengan pengertian menurut tinjauan ilmu hukum.
1. Sumber hukum menurut tinjauan sejarah: Pertama, stelsel

hukum apakah yang memainkan peranan pada waktu
hukum yang sedang berlaku sekarang. Kedua, kitab-kitab
hukum manakah yang telah diperhatikan pembuat
undang-undang pada waktu menetapkan hukum yang
berlaku sekarang.

2. Sumber hukum menurut tinjauan filsafat: Pertama,
sumber untuk atau menentukan isi hukum. Kedua,
sumber untuk menentukan kekuatan mengikat suatu
kaidah hukum.

3. Sumber hukum menurut tinjauan agama adalah
ketentuan Allah yang diwahyukan kepada manusia
melalui Rasulnya.



BAB
LEMBAGA-LEMBAGA
NEGARA

A. Pengertian Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara

Sebagaimana dalam kajian Ilmu Negara terkait bentuk
negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan di dunia,
dan berdasarkan penelusuran bahan hukum di bidang Hukum
Tata Negara yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan
lembaga negara, maka dapat ditemukan konsep dan pengertian
mendasar dari sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga
negara. Pertama, dalam bahan hukum primer, yakni pada
bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum
perubahan, ditegaskan berkaitan dengan tujuh kunci pokok
sistem pemerintahan negara atau yang dalam nomenklaturnya
disebut sebagai “ Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam
Undang-Undang Dasar...” sebagai rujukan mendasar membahas
dimensi sistem pemerintahan di Indonesia pada masa sebelum
amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang, meliputi
hal-hal berikut ini:

1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum
(Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka
(machtsstaat).

2) Sistem Konstitusional, artinya pemerintahan berdasarkan
atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

3) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (Die gezamte Staatgewalt liegi allein
bei der Majelis), sebagaimana dirumuskan pada Penjelasan
Undang-undang Dasar, disebutkan maknanya ialah
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BAB
PRAKTIK HUKUM
TATA NEGARA

A. Pergeseran Orientasi Politis ke Teknis

Selama lebih dari 50 tahun sejak Indonesia merdeka,
atau tepatnya dari tahun 1945 sampai tahun 1998 ketika
terjadinya reformasi nasional (53 tahun sejak kemerdekaan),
bidang ilmu hukum tata negara atau constitutional law agak
kurang memperoleh pasaran di kalangan mahasiswa di
Indonesia. Penyebabnya ialah bahwa selama kurun waktu
tersebut, orientasi bidang studi hukum tata negara ini sangat
dekat dengan politik, sehingga siapa saja yang berminat
menggelutinya sebagai bidang kajian yang rasional, kritis,
dan objektif, dihadapkan pada risiko politik dari pihak
penguasa yang cenderung sangat otoritarian. Selama masa
pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto,
siklus kekuasaan mengalami stagnasi, sehingga dinamika
demokrasi tidak dapat tumbuh dengan sewajarnya yang
memungkinkan berkembangnya pandangan-pandangan kritis
mengenai  persoalan-persoalan  politik  ketatanegaraan.
Akibatnya, menjadi sarjana hukum tata negara bukanlah
cita-cita yang tepat bagi kebanyakan generasi muda.

Risiko kedua adalah bahwa bidang kajian hukum tata
negara ini dianggap sebagai lahan yang kering, tidak begitu jelas
lapangan kerja yang dapat dimasuki. Itulah sebabnya setelah
kurikulum fakultas hukum menyediakan program studi hukum
ekonomi, rata-rata mahasiswa fakultas hukum di seluruh
Indonesia cenderung memilih program studi hukum ekonomi
atau hukum perdata umum daripada program studi hukum tata
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TENTANG PENULIS
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di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui
Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020,
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